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1  
BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Judul Perekonomian yang semakin berkembang pada saat ini menuntut semua instansi dan perusahaan untuk selalu mengikuti perkembangan dunia yang semakin maju dan modern. Setiap instansi, organisasi, lembaga maupun swasta tentunya memiliki tujuan masing-masing. Semakin berkembangnya suatu masyarakat, maka semakin banyak pula tujuan yang hendak dicapai. Salah satu tujuan suatu perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang berkepentingan di perusahaan tersebut. Agar dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan kesekretariatan yang baik dalam usaha untuk membantu kelancaran aktivitas-aktivitas perusahaan. Organisasi dan kesekretariatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut akan semakin berperan optimal dengan mengaktifkan sumber daya yang ada. Kesekretariatan yang ada di kantor Pengadilan Agama Jember dituntut untuk berfikir secara manajemen dan administratif dimana disetiap karyawan diperlukan memiliki ketelitian, ketekunan dan pemikiran yang sebaik-baiknya.  Pada bagian manajemen diharuskan memahami bagaimana cara untuk mengendalikan dan mengarahkan serta memanfaatkan segala faktor sumber daya manusia berdasarkan pada perencanaan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan pada bagian administratif bertugas mengatur dan melakukan atau menyelenggarakan apa yang dikehendaki oleh organisasi secara keseluruhan. Adanya kesekretariatan yang tersistem dengan baik akan dapat memicu kinerja dari suatu perusahaan yang pada akhirnya perusahaan akan mencapai hasil yang optimal. Pencapaian hasil yang optimal diakibatkan terencananya seluruh program kerja, selain itu dengan sistem kesekretariatan yang baik dapat juga melatih profesionalisme bagi seorang sekretaris. Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  2  Salah satu bagian dari administratif yang ada di bagian kesekretariatan pengadilan agama jember adalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut kemudian disetorkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir. Bertitik tolak pada permasalahan tersebut maka proposal ini mengambil judul “Prosedur Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sistem Billing di Pengadilan Agama Jember” 
1.2  Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 1.2.1Tujuan Praktek Kerja Nyata Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan prosedur pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pengadilan agama Jember; b. Untuk membantu kegiatan di Pengadilan Agama Jember khususnya pada bagian penginputan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);  1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata Kegunaan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah : a. Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pengadilan Agama Jember; b. Untuk membantu kegiatan di Pengadilan Agama Jember khususnya pada bagian penginputan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);dan c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir dan memperoleh gelar Ahli Madya ( A.Md. ) Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Jember.   
1.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 1.3.1 Objek Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata  Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  3  Objek yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan praktek kerja nyata yaitu di Pengadilan Agama Jember yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.27 Jember. Telepon: 0331411802 atau fax: 0331411803 atau email: pajember@yahoo.com atau web: http//www.pa-jember.go.id 1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata Jangka waktu kegiatan praktek kerja nyata yaitu 40 hari terhitung dimulai tanggal 07 Januari 2019 – 15 Februari 2019 total 222 jam. Adapun ketentuan minimal jangka waktu Praktek Kerja Nyata yaitu 144 jam yang telah ditetapkan oleh program studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadwal jam kerja Praktek Kerja Nyata di  Pengadilan Agama Jember sebagai berikut: a. Senin – kamis : 07.30 - 15.00 b. Jumat  : 07.00 – 12.00 c. Istirahat  : 12.00-13.00 (senin-kamis) d. Sabtu-Minggu : Libur           Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  4  1.3.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata No. Kegiatan Praktek Kerja Nyata Minggu Ke- 1 2 3 4 5 6 1. Perkenalan dengan Karyawan dan  pengarahan serta  penjelasan mengenai gambaran umum  Kantor Pengadilan Agama Jember              X     2. Membantu menginput  data PNBP menggunakan sistem billing secara online menggunakan aplikasi Simponi (Sistem Informasi PNBP Online)             X X  X  X  X X 3. Membantu menginput data PNBP pada aplikasi Simari (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI) ke dalam data penyetoran            X  X  X  X X           4. Membantu menginput data PNBP pada aplikasi Simari (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI) ke dalam data SBS (Surat Bukti Setoran)            X  X X  X  X   Membantu menginput data menggunakan aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker)            5.  X  X  X  X X 6. Membantu menghitung ulang laporan PNBP yang ada diaplikasi simari ke dalam bentuk excel selama satu bulan            X X  X  X X 7. Penutupan kegiatan PKN sekaligus berpamitan kepada seluruh karyawan              Pengadilan Agama Jember      X 8. Pelaksanaan laporan PKN  X X X X X X Total kegiatan  Praktek Kerja Nyata                                                         222 jam 
   Sumber : Bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Jember 2019 
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  5  BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Prosedur  2.1.1 Pengertian prosedur   Definisi prosedur menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) “Prosedur adalah serangkaian langkah atau kegiatan klerikan yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Mulyadi (2010:5) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.   Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian tata cara atau kegiatan kerja yang bertujuan mengerjakan  pekerjaan secara runtut dan urut seuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur merupakan hal utama yang penting bagi manajemen suatu perusahaan untuk mengadakan pengawasan terhadap transaksi transaksi yang terjadi. Setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya atau kegiatannya dituntut untuk selalu mengarahkan pada tujuan utama perusahaan. 2.1.2 Karakteristik Prosedur  Berikut karakteristik prosedur menurut Ashar Susanto (2008:63), antara lain : a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi b. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan c. Prosedur menunjukkan urutan yang logis dan sederhana d. Prosedur menunjukkan adanya keputusan dan tanggung jawab e. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin f. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana 5 Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  6  g. Mencegah terjadinya penyimpangan h. Membantu efisiensi, efektifitas, dan produktivitas kerja dari suatu unit organisasi i. Adanya pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggotanya j. Menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan 2.1.3 Manfaat Prosedur  Berikut manfaat prosedur menurut Ardiyos (2008:487) antara lain : a. Lebih memudahkan didalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehinga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang perlu saja c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipenuhi oleh seluruh pelaksana d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien e. Mencegah terjadinya penyimpangan dam memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera dilakukan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing 
2.2 Pelaporan  2.2.1 Pengertian Pelaporan Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, Jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  7  menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut. Pelaporan tidak dibawa langsung oleh atasan pada waktu mengadakan pengawasan, tetapi “diantar” oleh bawahan baik dibawa sendiri maupun dikirim. Laporan dibuat oleh semua personal yang mendapat tugas dari atasan. Laporan bukan merupakan monopoli para atasan saja, karena atasan harus membuat laporan kepada atasannya lagi. Laporan yang disampaikan kepada atasan tidak harus berupa uraian lengkap seperti memorandum akhir jabatan, atau tidak juga seperti laporan  Penelitian yang wujudnya tebal dengan sistematika baku, tetapi dapat disusun mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai yang paling lengkap. http://definisi-pengertian.blogspot.com/ Laporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Berikut ini merupakan pengertian laporan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Menurut Keraf (2001: 284), Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan berisi informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta yang ditemukan.  Data disusun sedemikian rupa sehingga akurasi informasi yang kita berikan dapat dipercaya dan mudah dipahami (Soegito dalam Wardani 2008). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya serta mudah dipahami. Dalam penyampaiannya, laporan dapat bersifat lisan maupun tertulis.   Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  8  2.3 PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak) 2.3.1 Pengertian PNBP  PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menyadari pentingnya PNBP, maka kemudian dilakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya melalui : a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu; d. PP Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; e. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang. 2.3.2 Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi: a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yangdipisahkan; d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  9  Pengelompokan PNBP ini kemudian ditetapkan dalam PP No. 22 Tahun 1997 yang telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998 dengan menjabarkan jenis-jenis PNBP yang berlaku umum di semua Kementerian / Lembaga, sebagai berikut : a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan) Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan Negara; b. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan Negara; c. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro); d. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan); e. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; f. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. Apabila jenis PNBP belum tercakup dalam jenis-jenis PNBP ini, kecuali yang telah diatur dengan Undang-undang, dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  2.3.3 Tarif  Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. 2.3.4 Pengelolaan PNBP  PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBP yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dan wajib Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  10  dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir. Untuk satker yang berstatus Badan Layanan Umum, tidak seluruh PNBP harus disetor ke kas negara, namun boleh dikelola sendiri oleh satuan kerja yang bersangkutan dengan catatan siap dan sanggup di audit.  
2.4 Sistem billing 2.4.1 Pengertian Sistem billing Billing berasal dari bahasa Inggris yaitu bill (noun), yang artinya bukti transaksi pembayaran. Maka billing (adv) dapat juga diartikan mengirimkan bukti transaksi, atau mengumumkan bukti transaksi. Setiap bidang usaha kini selalu melakukan transaksi, apalagi bidang-bidang yang selalu melakukan transaksi dalam jumlah besar seperti perusahaan, rumah sakit atau departement store atau bidang usaha yang transaksinya berbentuk abstrak seperti usaha warung internet atau warung game online, dan disinilah sistem billing bekerja. Sistem billing merupakan sistem yang membantu para usahawan untuk mengatur dan mencatat segala transaksi yang terjadi. (Sumber:https//id.m.wikipedia.org) 2.4.2 Bentuk Sistem Billing  Pada dasarnya sistem billing merupakan sistem pencatat dan pemonitor transaksi berbentuk software. Awalnya penciptanya hanya menciptakan sistem billing ini berbentuk software yang jika orang ingin memilikinya mereka haruslah membeli software tersebut dan kemudian menginstallnya ke komputer atau notebook mereka. Tetapi kini, dengan adanya internet, kemudian software-software tersebut dapat di download melalui situs-situs yang disediakan. Ada bermacam-macam model sistem billing dengan kelebihan dan kekurangannya, ada juga yang gratis dan ada juga yang dikenai biaya. Untuk mendownload dengan aman agar hardisk tidak terkena bahaya virus, kita dapat menggunakan FDM (Free Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  11  Download Manager), software ini bekerja membantu kita agar melakukan proses download di jalurnya. Contohnya seperti boss dari mitraboss, Sombrero Net Bill, indobilling, billiard system billing, PSN/IgoS Billing System, dan lainnya. Merk-merk di atas adalah merk-merk software sistem billing yang kini dapat diakses di internet. (Sumber:https//www.kompasiana.com) 2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Billing  Setelah mengerti tentang bagaimana sistem billing bekerja dan juga perangkat yang dibutuhkan secara umum, perlu kita tahu sejauh mana kemampuan sistem Billing itu. Pada dasarnya tiap software sistem Billing memiliki kemampuan yang sama yaitu sebagai pemonitor transaksi yang terjadi pada setiap badan atau usaha yang menggunakannya. Tetapi selanjutnya masing-masing pengguna mengembangkannya ke arah yang berbeda-beda, sehingga akhirnya memiliki kemampuan lebih yang berbeda tiap sistem.   Kelebihan sistem Biling  a. Memudahkan pemilik usaha untuk memanage segala transaksi yang terjadi pemakaiannya lebih praktis b. Lebih menghemat dari segi pengeluaran, maksutnya dengan menggunakan sistem billing ini setiap usaha hanya perlu memperkerjakan satu orang operator untuk mengontrol segala aktivitas transaksi yang terjadi c. Simpel dalam menggunakannya karena sudah dilengkapi fiture-fiture standard yang dibutuhkan Kekurangan sistem billing  a. Software ini masih mudah di hack b. Jika internet atau listik di sekitar sedang bermasalah, maka sistem ini pun akan ikut bermasalah, karena sistem ini benar-benar tergantung oleh internet dan juga listrik c. Jika software masternya terkena virus dan seluruh datanya hilang sulit untuk mencari history back up-nya Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  12  Menurut para pengguna, sistem ini masih terdapat Bug, dan masih mudah dilumpuhkan. Oleh karena itu keamanan sistem ini belum terjamin sepenuhnya. Sebagai solusinya ada beberapa software yang telah mengeluarkan produk pengamannya seperti yang digunakan pada beberapa rumah sakit PPIM FKUB Malang9. (Sumber:https//id.m.wikipedia.org) 2.4.4 Mekanisme Sistem Billing  Mekanisme sistem billing yang menggunakan software pada dasarnya cukup mudah. Kita cukup menginstalnya ke komputer atau notebook, tetapi lain halnya jika kita mengakses melalui internet dan mengoperasikannya menggunakan internet, seperti yang disediakan oleh PSN/IgoS Billing System. 
2.5 Simponi (Sistem Informasi PNBP Online) 2.5.1 Pengertian Simponi Di era informasi yang berkembang cepat, segala sesuatu mudah menjadi berita sekalipun belum dapat dijamin keakuratannya. Pemberitaan-pemberitaan semacam ini sejatinya mencerminkan kurangnya pemahaman sebagian kalangan akan prinsip pengelolaan keuangan negara. Pada dasarnya, sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan penerimaan negara yang cepat, akurat dan dapat diandalkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyediakan fasilitas pembayaran/penyetoran penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi ke-2 (MPN G-2) yang diluncurkan pada tanggal 27 Februari 2014. Modul ini merupakan aplikasi berbasis web bagi pembayaran pajak, cukai, PNBP, dan non-anggaran. Salah satu bagian dari sistem MPN G-2 adalah Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), dimana merupakan sistem billing yang dikelola oleh Direktorat Jenderal  Anggaran (DJA) untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor untuk membayar/menyetor PNBP dan penerimaan non anggaran melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (Over The Counter), ATM (Automatic Teller Machine), maupun Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  13  internet banking. Dengan demikian, masyarakat bebas memilih berbagai alternatif metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Pengimplementasian SIMPONI dalam pembayaran/penyetoran PNBP terbukti sangat membantu Kementerian dan Lembaga dalam menjalankan tugas-tugasnya. Maraknya pembangunan sistem pelayanan PNBP berbasis IT di berbagai K/L, sejalan dengan perkembangan teknologi yang maju pesat. Kementerian/Lembaga berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menimbulkan tantangan baru bagi SIMPONI untuk dapat membangun integrasi dengan berbagai sistem pelayanan PNBP dimaksud. Tentu saja pembangunan dan pelaksanaan integrasi harus sesuai dengan peraturan perundangan di bidang keuangan negara yang berlaku.  Setidaknya ada 3 hal utama yang harus diperhatikan dalam membangun integrasi   sebagaimana yang disebutkan dalam regulasi peraturan bidang keuangan negara, yaitu: Tidak boleh ada pungutan kepada masyarakat di luar aturan yang sudah ditetapkan; Setoran PNBP tidak boleh ditampung dalam rekening yang dibuat oleh Kementerian atau Lembaga, tanpa seijin Kementerian Keuangan, dan Penerimaan harus disetorkan ke rekening kas negara pada hari yang sama. Penyediaan sistem pembayaran online ini hanyalah salah satu contoh dari berbagai reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. (Sumber:http//www.kemenkeu.go.id)  2.5.2 Fungsi Simponi Simponi ini sangat dinantikan kehadirannya di masyarakat untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran/penyetoran diantara lain : a. Penerimaan negara baik pajak b. Bea cukai maupun  c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  14  Diharapkan nantinya sistem ini benar-benar dapat memberikan fleksibilitas yang besar bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan memberikan konstribusinya bagi penerimaan negara. Adapun  manfaat yang diperoleh satkernya dengan penerapan SIMPONI, antara lain: a. Pertama, SIMPONI telah merubah proses bisnis pembayaran dari uang tunai menjadi cashless. Akibatnya, resiko memegang uang tunai (seperti kehilangan atau salah hitung) dapat berkurang sehingga perhitungan menjadi lebih akurat dan akuntabel.  b. Kedua, dengan sistem online pelayanan bisa berjalan 24 jam sesuai dengan tuntutan pengguna layanan satkernya. Dengan SIMPONI perusahaan dapat melakukan pembayaran secara online dan menerima pelayanan setiap saat. Selain itu, instansi yang dipimpinnya juga tidak lagi direpotkan dengan penatausahaan pembayaran karena data penerimaan sudah tersedia melalui SIMPONI. Jadi tinggal memonitor  realisasinya saja. (Sumber:http//www.kemenkeu.go.id) 2.5.3  Prosedur Laporan Pembayaran PNBP pada Simponi Prosedur billing : a. Masuk aplikasi Simponi b. Pilih menu billing c. Masukkan nama bendahara penerimaan d. Pilih kode akun pada bagian Jenis Penerimaan Pemilihan kode didasari berdasarkan jenis penerimaan yang dipilih, setelah itu secara otomatis, pada “Akun” akan muncul kode angka seperti gambar diatas. e. Masukkan volume perkara Cara pengisian pada bagian ini, sesuaikan jumlah Pendaftaran gugatan permohonan yang ada di Laporan Harian f. Klik“simpan” untuk lanjut membayar (Sumber:http//www.pa-jember.go.id) 
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  15  2.6 Simari (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI) 2.6.1 Pengertian Simari MA secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI). Selain IVR, sistem ini meliputi Short Message System (SMS), portal internet, dan layar sentuh (touch screen) yang bisa dijumpai di gedung MA. Kecuali touch screen, seluruh layanan itu beroperasi 24 jam. Sesuai dengan roadmap Master Plan Sistem Informasi MA RI pada tahun 2011 Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi telah membangun Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (Simari) Terintegrasi. Dengan terbangunnya Sistem Informasi Terintegrasi ini tanggung jawab menginput dan mengupdate data, masing-masing unit kerja untuk terus menginput dan mengupdate database pada Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (Simari) Terintegrasi ini. Jika ada unit kerja yang tidak menginput dan mengupdate data maka unit kerja lainnya akan terganggu karena ketidaklengkapan data terjadi akibat unit kerja lain yang tidak menyediakannya. Dengan sistem informasi terintegrasi bagian data di unit kerja yang satu dapat dimanfaatkan secara bersama oleh unit kerja lainnya tanpa mengetik ulang dalam waktu yang cepat, akurat dan tepat. Hal ini lah yang melatarbelakangi dibangunnya sistem informasi terintegrasi agar Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (Simari) menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Dalam membangun Sistem Informasi Mahkamah Agung RI Terintegrasi ini kami menggunakan metodologi yang berstandar digunakan di dunia IT dan setiap langkah demi langkah kegiatan kami sangat aktif melibatkan user dan manajemen dari masing-masing unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dengan harapan agar sesuai dengan kebutuhan MA dan hasilnya berkualitas.  Sebagai pemangku kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung kita menyadari betapa pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung upaya pencapaian visi misi Mahkamah Agung. Peran penting teknologi informasi dalam mendukung proses kerja di lingkungan unit kerja masing-masing harus menjadi pemahaman bersama dalam upaya meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya.  Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  16  Dari segi investasi sumber daya IT juga terjadi pemborosan karena sumber daya yang semestinya bisa dimanfaatkan bersama dan cukup satu objek yang dapat di-share namun masing-masing unit kerja atau satker menginvestasikannya sendiri-sendiri. Di sisi lain di lingkungan pengadilan, masing-masing pengadilan mempunyai sistem informasi yang berbeda-beda karena belum ada kesepakatan untuk menetapkan satu sistem informasi. Karena data yang selalu digunakan oleh berbagai satker atau user lainnya tidak perlu mengenteri berkali-kali cukup sekali enteri selanjutnya dishare untuk dimanfaatkan oleh user atau satker lainnya. Sehingga data tersebut tetap konsisten setiap saat diperlukan.((Sumber:https//m.hukumonline.com) 2.6.2 Fungsi Simari Sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan untuk tertib administrasi dalam pengelolaan dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dalam rangka akan menyusun Laporan Realisasi Triwulan III, maka diwajibkan kepada seluruh bendahara penerimaan pada satuan kerja yang ada dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mencatat seluruh transaksi PNBP nya kedalam aplikasi PNBP pada Simari Online. (Sumber:https//mahkamahagung.com) 2.6.3 Prosedur Laporan Pembayaran PNBP pada Simari Berikut merupakan prosedur cara menginput data ke dalam aplikasi Simari, dibagi menjadi 2, yaitu : 1. SBS (surat bukti setoran) a. Masuk aplikasi Simari        b. Pilih menu PNBP        c. Pilih menu SBS d. Mengisi tahun anggaran  e. Sesuaikan tanggal terima dengan tanggal, bulan, dan tahun f. Masukkan nama bendahara penerimaan g. Masukkan alamat Pengadilan Agama Jember h. Masukan kode akun  Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  17  Sesuaikan dengan jenis perkara yang dipilih, kemudian akan muncul perkara secara otomatis i. Masukan jenis transaksi  j. Kode billing k. Berikan keterangan jumlah perkaranya   l. Setelah ditotal dan jumlahnya sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara yang ada sebelumnya maka jumlah bisa dikatakan valid atau benar m. Masukkan kembali NIP dan nama bendahara  n. Kemudian simpan 2.  Penyetoran  a.  Masuk Simari        b.  Pilih menu penyetoran       c.  Pilih menu tambah SBS  d.  Sesuaikan dengan tanggal, bulan, dan tahun e.  Masukkan kode billing f.  Pilih transaksi yang sesuai jumlahnya dengan hasil transaksi dari Simponi g. Mengisi NIP dan nama bendahara penerimaan h.  Setelah itu simpan Langkah selanjutnya : a. Buka ulang menu penyetoran  b.Masukan NTPN (nomor tanda penerimaan negara)     Diambil dari Laporan Penerimaan/Penyetoran PNBP seperti gambar di atas c. Masukkan NTB (nomor tanda bukti)     Diambil dari Laporan Penerimaan/Penyetoran PNBP seperti gambar di atas d. Kemudian simpan dan mencetak e.  Lalu stempel pos (Sumber:https//pa-jember.go.id) 
2.7 SAS (Sistem Aplikasi Satker) 2.7.1 Pengertian SAS Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  18  Sistem Aplikasi Satker (SAS) adalah aplikasi utama yang digunakan oleh satuan kerja yang merupakan penggunaan layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia. Dari aplikasi inilah satuan kerja membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi dasar KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di mana setelah itu dana APBN yang masuk dalam DIPA satker tersebut bisa dicairkan. (Sumber:https//kppn151wordpress.com) 2.7.2  Fungsi SAS Pada aplikasi ini bukan hanya digunakan sebagai pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) namun aplikasi ini juga bisa digunakan oleh Bendahara untuk membuat Laporan Pertanggung  Jawaban (LPJ), baik Bendahara Pengeluaran maupun bendahara penerimaan. (Sumber:https//kppn151wordpress.com 2.7.3  Prosedur Laporan Pembayaran PNBP pada Simari Berikut merupakan prosedur cara menginput data ke dalam aplikasi SAS : a. Masuk aplikasi SAS b. Pilih menu rekam c. Masukkan kode billing d. Masukkan tanggal yang sesuai dengan transaksi dari simponi e. Masukkan akun f. Masukkan jumlah transaksi g. Masukkan NTPN (nomor tanda penerimaan negara) h. Masukkan NTB(nomor tanda bukti) i. Masukkan nama wajib setor j. Simpan k. Cetak l. Lengkapi tandatangan penanggung jawab dan stempel m. Menyerahkan hasil tersebut ke KPPN. (Sumber:https//pa-jember.go.id)  Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  19  BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jember 

 Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki, bekerjasama dan menjadi satu atap dengan Departemen Agama di kantor pertamanya yaitu Masjid Jami’ (lama) BAITUL AMIN Jember. Kapasitas perkara di Pengadilan Agama Jember semakin penuh, akhirnya pada tahun 1974 kantor Pengadilan Agama Jember berpindah dilingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, menempati gedung sendiri dengan luas tanah 1.775m2 tepatnya di Jalan Sumatra No.122 Jember. Pada tahun 1994 Pengadilan Agama Jember lepas kerjasama dengan Departemen Agama dan Pengadilan Agama Jember diminta oleh Mahkamah Agung untuk bekerjasama. Terhitung dari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember berpindah tempat menempati gedung baru, karena kapasitas perkara cukup penuh sehingga daya tampungnya kurang, gedung baru Pengadilan Agama Jember berlokasi di Jalan Cendrawasih No.27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Hingga sekarang Pengadilan Agama Jember tetap berdiri sendiri dan berada dibawah naungan Mahkamah Agung.  Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus (sumber data : laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada. Sekalipun dengan sarana yang minim, pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Jember sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan. Pemanfaatan 19 Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  20  sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.  3.2.1 Visi “Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung” 3.2.2 Misi 1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember 2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern 3. Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember 4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember.  Pengadilan Agama Jember menggunakan struktur organisasi garis. Dalam garis ini menjelaskan kekuasaan dan tanggung jawab bercabang pada setiap tingkatan dari yang teratas hingga terbawah. Adapun gambar struktur organisasi ini dapat dilihat digambar. (Sumber:http//www.pa-jember.go.id)             Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  21  3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember                          Gambar 3.3 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember Sumber : http//www.pa-jember.go.id                    Keterangan :                   : Garis Komando   ------------  : Garis Koordinasi Ketua  Sekretaris Panitera Padmud Permohonan Padmud Gugatan Padmud Hukum Kasubag Umum dan Keuangan Kelompok Fungsional Kepaniteraan Panitera Pengganti Jurusita Pengganti Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana Kasubag Perencanaan TI dan Laporan Hakim Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  22   3.3 Kegiatan Pokok Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang meriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagai mana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas tersebut pengadilan, agama mempunyai sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan layanan administrasi umum pada semua unsur dilingkungan pengadilan agama; d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta; e. Memberikan layanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang yang beragama islam; f. Waarmarketing akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya; g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap advokat atau penasehat hukum. (Sumber:http//www.pa-jember.go.id) 
Tugas dan Wewenang 1. Ketua Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  23  Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pimpinan Pengadilan Agama Jember : a. Bertugas dan bertanggungjawab atas terselengaranya peradilan dengan baik (sesuai dengan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan) dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama; b. Menciptakan koordinasi antar pejabat struktural, pejabat fungsional, mewujudkan keserasian kerja diantara pejabat tersebut, menegakkan disiplin kerja, membangkitkan motivasi kerja dan sebagai sumber inspirasi, juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan;  c. Melaksanakan prinsip-prinsip managemen secara benar seksama dan sewajarnya dengan membuat program kerja (jangka pendek dan jangka panjang), pelaksanaan dan pengorganisasinya; d. Melaksanakan pembagian tugas Ketua Pengadilan Agama dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama, serta bekerjasama dengan baik yakni membagi tugas dan tanggungjawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerjasama; e. Melaksanakan pertemuan berkala, sekurangnya sekali dalam sebulan dengan pejabat fungsional dan pejabat structural, serta sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh karyawan;  Sebagai Ketua Pengadilan Agama : a. Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara; b. Menetapkan : Panjar Biaya Perkara, Biaya Jurusita/Jurusita pengganti, Biaya Eksekusi, dan mengawasi pelaksanaan lelang; c. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan; Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  24  d. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan lisan bagi para pencari keadilan yang buta huruf; e. Memerintah kepada Panitera atau Jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap Termohon Eksekusi dapat dilakukan  Tegoran (Aanmaning) untuk memenuhi putusan provinsi dan pelaksanaan eksekusi lainnya; f. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan, sedang dalam hal ada permohonan peninjauan kembali, hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung;  2. Panitera  a. Membantu Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, administrasi peradilan dan administrasi umum dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Sebagai Panitera Pengadilan Agama Jember : a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya, serta pengorganisasiannya; b. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan. c. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan setiap tahun kegiatan; d. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; e. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan kepaniteraan atau kesekretariatan; Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  25  f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kepaniteraan atau kesekretariatan; g. Mengadakan rapat dinas; Panitera terbagi menjadi tiga macam, yaitu : A. Panitera Muda Permohonan (Padmud Permohonan) 1. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan; 2. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan atas permohonan dan juga Permohonan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP); 3. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai cacatan singkat tentang isinya; 4. Menerima dan memberikan tanda terima atas: pernyataan Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, penyataan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Sita, Eksekusi dan Akta Cerai; 5. Bertanggung jawab tentang pengisian register perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita, Eksekusi, dan Akta Cerai; B. Panitera Muda Gugatan (Padmud Gugatan) Tugas Panitera Muda Gugatan adalah : 1. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan; 2. Memberikan nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan; 3. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catat singkat tentang isinya; 4. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum; 5. Bertanggung jawab terhadap pengisian register perkara gugatan; 6. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;  C. Panitera Muda Hukum (Padmud Hukum) Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  26  Tugas Panitera Muda Hukum adalah : 1. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara dan menyimpan arip berpekara; 2. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, sumpah jabatan PNS, penelitian danlain sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan; 3. Melaksanakan penjilidan atau penyelesaian berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; 4. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; 5. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 6. Pada struktur organisasi Pengadilan Agama Jember Panitera juga dikelompokkan menjadi kelompok fungsional kepaniteraan yang terdiri dari : A. Panitera Pengganti Tugas Panitera Pengganti adalah : 1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; 2. Membantu hakim dalam hal: membuat PHS, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan atau penetapan sidang; 3. Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan atau permohonan (Petugas Meja II) untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah putus beserta amar putusannya kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut dan mengisi data SIPP; 4. Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah selesai diminutasi; B. Juru Sita Pengganti Tugas Juru Sita Pengganti adalah : Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  27  1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan  oleh Ketua Pengadilan Agama, Ketua Sidang dan Panitera; 2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan memberitahukan putusan Pengadilan Agama Banding, Kasasi menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang; 3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadian Agama sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah; 5. Melakukan tugas-tugas lain atas perintah atasan.   3. Sekretaris a. Membantu Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknisi dibidang administrasi umum di Pengadilan Agama Jember serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugassesuai dengan kebijaksanaan Pengadilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi peradilan dan administrasi umum dilingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Jember : a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya; b. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan; c. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan; d. Menetapkan sasaran kegiatan disetiap tahunnya; e. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan di kesekretariatan; Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  28  f. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan kesekretariatan; g. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kesekretariatan; h. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan; i. Mengadakan rapat dinas kepada bawahan;  (Sumber:http//www.pa-jember.go.id) 4. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Merencanakan dan melaksanakan pengurusan kepegawaian dilingkungan Pengadilan Agama,serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sebagai Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Jember : a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian; b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap bulan; c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; d. d. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggungjawab kegiatan; e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kesekretariatan; f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan; g. Memantau pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan kepegawaian; h. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait;  (Sumber:http//www.pa-jember.go.id) 5. Sub Bagian Umum dan Keuangan Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


  29  Merencanakan dan melaksanakan urusan surat-menyurat perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Sebagai Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Jember : a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pada urusan umum; b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; d. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggungjawab kegiatan; e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan umum; f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan; g. Memantau pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan umum; h. Mengadakan rapat dinas dengan bawahan; i. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan; j. Mengonsep Laporan Tahunan (LT), Laporan Mutasi Barang Tahunan (LMBT), dan Kartu Inventaris Barang (KIB); Sebagai Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Jember : a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan; b. Membantu terhadap perencanaan dan pengurusan anggaran ke dalam RKA-KL; c. Membantu perencanaan dan penggunaan anggaran belanja; d. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun; e. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan; Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  30  f. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggungjawab kegiatan; g. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan; h. Memantau pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan keuangan; (Sumber:http//www.pa-jember.go.id) 6. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan a. Membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data atau informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evalusi dan pelaporan; b. Membantu sekretaris dalam melakukan pengambangan sistem dan teknologi informasi; Sebagai Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan mempunyai fungsi : a. Penelaahan data atau informasi sebagai penyusun rencana kerja; b. Penelaahan data atau informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan satker; c. Pengumpulan dan penelaahan data atau informasi untuk penyiapan bahan penyusun perencanaan satker; d. Pengumpulan dan penelaahan data atau informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi dan informatika; e. Penyiapan data sebagai data monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja satker; Sebagai Perencanaan : a. Menyusun konsep Rencana Kerja (Renja); b. Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra); c. Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT); Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  31  d. Menyusun konsep Penetapan Kinerja Tahunan (PKT); e. Menyusun konsep Restrukturisasi Program dan Kegiatan; f. Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Teknologi Informasi (TI) :  a. Mengupload segala bentuk laporan dan berita kedalam website; b. Melaksanakan pengelolahan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya; c. Melaksanakan pengelolahan infrastruktur jaringan computer; d. Melaksanakan pengelolahan sistem dan teknologi informasi; e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris dan pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Pelaporan : a. Membuat Laporan Kinerja Triwulan berdasarkan PP 39 tahun 2006; b. Membuat Laporan Kinerja Semesteran; c. Menyiapkan bahan penyusunan atau format evaluasi dan pelaporan kegiatan; d. Menghimpun, menyusun dan menganalisis pelaporan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan; e. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; f. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris dan pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah atasan atau pimpinan; (Sumber:http//www.pa-jember.go.id)    Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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  32  3.4 Kegiatan bagian yang dipilih   Kegiatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Pengadilan Agama Jember memiliki beberapa tahap yang harus dilakukan, berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang saya lakukan, pelaporan PNBP sendiri menggunakan 3 aplikasi, yaitu :  Simponi (Sistem Aplikasi PNBP Online), Simari (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI), SAS (Satuan Aplikasi Satker). Pada setiap aplikasi tersebut  memiliki fungsi yang hampir sama dan saling berkaitan mengenai PNBP. Pada aplikasi Simponi dinamakan proses Billing, Billing dilakukan oleh operator setiap pagi dibagian kesekretariatan Pengadilan Agama Jember. Setelah Billing selesai dilakukan hal selanjutnya adalah mencetak untuk digunakan sebagai bukti, kemudian melakukan pembayaran atau penyetoran melewati bank atau pos.    Berbeda dengan aplikasi Simponi, aplikasi Simari ini dilakukan ketika PNBP yang ada di aplikasi Simponi telah dibayar atau disetorkan, apabila telah lunas operator sudah bisa melakukan penginputan PNBP menggunakan aplikasi Simari, pada aplikasi ini terdapat dua data, yaitu data Penyetoran dan data SBS (surat bukti setoran), diwajibkan kepada seluruh bendahara penerimaan pada satuan kerja yang ada dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mencatat seluruh transaksi PNBP nya kedalam aplikasi PNBP pada Simari Online.   Yang terakhir aplikasi SAS (Satuan Aplikasi Satker), dimana aplikasi ini dilakukan setiap satu bulan sekali di bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Jember. Aplikasi ini merupakan aplikasi utama yang digunakan oleh satuan kerja yang merupakan penggunaan layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia.Setelah operator selesai melakukan penginputan data PNBP, langkah selanjutnya adalah mencetak laporan tersebut yang kemudian disetorkan ke kantor KPPN di Jember. 
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  68  BAB V KESIMPULAN Prosedur pelaporan PNBP dibagian kesekretariatan Pengadilan Agama Jember adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan prosedur pelaporan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Pengadilan Agama Jember memiliki beberapa tahap yang harus dilakukan, berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan, pelaporan PNBP sendiri menggunakan 3 aplikasi, yaitu :  a. Simponi (Sistem Aplikasi PNBP Online) b. Simari (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI) c. SAS (Satuan Aplikasi Satker).  2. Penggunaan apliaksi Simponi (Sistem Aplikasi PNBP Online) dinamakan proses Billing, proses Billing dilakukan oleh operator setiap pagi dibagian kesekretariatan Pengadilan Agama Jember. Setelah Billing selesai dilakukan hal selanjutnya adalah mencetak untuk digunakan sebagai bukti, kemudian melakukan pembayaran atau penyetoran melewati bank atau pos. 3. Aplikasi Simari ini dilakukan ketika PNBP yang ada di aplikasi Simponi telah dibayar atau disetorkan, apabila telah lunas operator sudah bisa melakukan penginputan PNBP menggunakan aplikasi Simari, pada aplikasi ini terdapat dua data, yaitu data Penyetoran dan data SBS (surat bukti setoran), diwajibkan kepada seluruh bendahara penerimaan pada satuan kerja yang ada dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mencatat seluruh transaksi PNBP nya kedalam aplikasi PNBP pada Simari Online. 4. Aplikasi SAS (Satuan Aplikasi Satker), dimana aplikasi ini dilakukan setiap satu bulan sekali di bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Jember. Aplikasi ini merupakan aplikasi utama yang digunakan oleh satuan kerja yang merupakan penggunaan layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) seluruh Indonesia. Setelah operator selesai melakukan penginputan data PNBP, langkah selanjutnya adalah mencetak laporan tersebut yang kemudian disetorkan ke kantor KPPN di Jember. 68 Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember
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